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 ABSTRAK  

Article history:  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban 

pidana terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika, 

khususnya sebagai kurir narkotika, dalam perspektif hukum 

pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam 

perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, 

anak-anak menjadi salah satu korban dan pelaku yang rentan, 

sehingga memerlukan pendekatan yang lebih melindungi hak-

hak mereka sebagai anak. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif antara 

kedua sistem hukum, serta memeriksa faktor-faktor sosial yang 

mempengaruhi keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam 

perlakuan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkotika 

antara hukum pidana Islam yang lebih menekankan pada 

rehabilitasi dan pendekatan pendidikan, dengan Undang-Undang 

Perlindungan Anak yang mengutamakan perlindungan hak-hak 

anak serta pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki 

sistem hukum yang lebih melindungi anak yang berhadapan 

dengan hukum. 
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PENDAHULUAN 

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu permasalahan besar 

yang mengancam berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Indonesia telah lama 

mengalami krisis narkotika yang semakin meningkat, dengan data yang menunjukkan bahwa 
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anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap peredaran narkotika. Tidak 

hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai kurir narkotika, anak-anak terjebak dalam 

jaringan peredaran yang berbahaya. Fenomena ini menambah kompleksitas masalah sosial 

dan hukum, mengingat anak-anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut tidak hanya 

mempengaruhi diri mereka sendiri, tetapi juga masa depan bangsa (Abdiyono, 2024; Rahman 

et al., 2024; Syahrir Kuba et al., 2024). 

Anak-anak yang menjadi kurir narkotika biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti kondisi ekonomi keluarga, pengaruh teman sebaya, serta minimnya pemahaman 

tentang bahaya narkotika. Mereka seringkali dipaksa atau dijanjikan imbalan yang 

menggiurkan, meskipun tidak memahami akibat hukum yang dapat menimpa mereka 

(Hidayat et al., 2019; Nur Prasetya Ningsih, 2024; Prasetyo, 2020; Roy Aron Tampubulon & 

Siregar, 2024). Dalam hal ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban 

pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, serta bagaimana sistem 

hukum dapat memberikan perlindungan yang sesuai bagi mereka. Masalah ini semakin 

mendalam karena anak-anak, berdasarkan hukum, memiliki perlindungan khusus yang tidak 

dimiliki oleh orang dewasa (Alhakim et al., 2024; Traub et al., 2003; Рогова, 2023).  

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi 

hak-hak anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan dari eksploitasi, 

termasuk dalam kasus tindak pidana. Namun, pada saat yang sama, peraturan hukum yang ada 

juga menetapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, seperti menjadi kurir narkotika, 

tetap harus mendapat pertanggungjawaban hukum, meskipun berbeda dengan orang dewasa. 

Undang-undang ini memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif bagi anak yang terlibat 

dalam kejahatan, dengan mengutamakan proses pendidikan dan pemulihan untuk 

mengembalikan mereka ke jalan yang benar (Akbar Simatupang et al., 2022; Aristawati, 

2022; Beno et al., 2005). 

Di sisi lain, hukum pidana Islam memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang 

pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Hukum pidana Islam menekankan pada prinsip 

keadilan dan tanggung jawab individu sesuai dengan kapasitas dan pemahamannya. Dalam 

konteks anak sebagai kurir narkotika, hukum pidana Islam tidak hanya melihat pada 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor 

seperti umur, niat, dan pemahaman anak terhadap akibat dari perbuatannya (Akhmadi & 

Tajudin, 2018; Master of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 
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Indonesia et al., 2024; Pratama et al., 2023). Dalam hukum pidana Islam, anak-anak yang 

belum mencapai usia baligh atau pubertas, biasanya tidak dikenakan hukuman yang setimpal 

dengan orang dewasa, melainkan lebih fokus pada pendidikan dan pemulihan diri. 

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam perbedaan antara 

pendekatan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani 

kasus-kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini akan memberikan 

wawasan yang lebih lengkap tentang bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana 

terhadap anak dilakukan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh sistem hukum Indonesia 

untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang menjadi korban atau 

pelaku dalam kejahatan narkotika. 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak dalam konteks hukum 

pidana. Dengan memahami dan mengintegrasikan berbagai perspektif hukum, baik itu hukum 

pidana Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, diharapkan dapat ditemukan 

solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika di 

kalangan anak-anak. Perlindungan anak dari ancaman hukum yang berlebihan, tanpa 

mengabaikan keadilan sosial, menjadi salah satu tujuan utama dalam penelitian ini. Dengan 

demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konteks hukum Indonesia yang 

lebih komprehensif dan berkeadilan.  

Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang menjelaskan dasar-dasar 

hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat 

dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Teori ini 

mengandung unsur-unsur penting seperti niat (mens rea) dan tindakan (actus reus), yang 

merupakan elemen dasar untuk menentukan kesalahan pidana. Dalam konteks anak sebagai 

pelaku tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan kapasitas 

hukum anak yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat aspek perkembangan fisik dan 

mental yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi dari 

tindakannya (Alfarizi, 2024; Raden Ari Setya Wibawa, 2024). 

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana anak diatur dengan 

mempertimbangkan usia baligh dan kecerdasan akal. Anak yang belum mencapai usia baligh 

atau yang belum mencapai kedewasaan dalam kapasitas akalnya biasanya tidak dimintai 
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pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hukum pidana Islam cenderung memberikan 

kesempatan untuk perbaikan (taubat dan rehabilitasi) lebih besar bagi anak. Sementara itu, 

dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, terdapat ketentuan khusus yang 

memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pembatasan 

hukuman dan kewajiban rehabilitasi (Master of Law, Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta, Indonesia et al., 2024). Teori ini sangat relevan untuk menganalisis sejauh 

mana hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memberikan 

perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika, mempertimbangkan usia, kondisi 

psikologis, dan kemampuan mereka dalam memahami tindakan yang mereka lakukan.  

Teori Perlindungan Anak 

Teori perlindungan anak menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak anak, 

baik dalam konteks kesejahteraan maupun perlindungan hukum. Anak-anak, meskipun 

melakukan kesalahan, tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan 

yang manusiawi sesuai dengan perkembangan usia mereka (Roy Aron Tampubulon & 

Siregar, 2024). Dalam hal ini, teori perlindungan anak tidak hanya mencakup hak-hak anak 

untuk tidak diperlakukan secara kejam, tetapi juga untuk mendapatkan akses kepada 

rehabilitasi dan pendidikan, serta dijauhkan dari hukuman yang tidak sesuai dengan usia 

mereka. Perlindungan ini penting mengingat anak merupakan individu yang masih dalam 

proses perkembangan fisik, emosional, dan intelektual, yang mempengaruhi cara mereka 

berpikir dan bertindak (Hidayat et al., 2019). 

Dalam hukum pidana Islam, terdapat konsep pemuliaan anak dan perlindungan yang 

lebih luas, termasuk perlindungan terhadap anak yang melakukan kesalahan. Hukum pidana 

Islam tidak serta-merta memberikan hukuman yang keras kepada anak-anak, melainkan 

menekankan pendekatan rehabilitatif dan mendidik (Akbar Simatupang et al., 2022; Pratama 

et al., 2023; Syahrir Kuba et al., 2024). Begitu juga dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak di Indonesia, yang mengatur tentang perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, 

penyalahgunaan, dan kekerasan, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana narkotika. Teori 

ini relevan karena memberikan dasar pemikiran tentang bagaimana seharusnya anak yang 

terlibat dalam peredaran narkotika, sebagai kurir, mendapat perlindungan hukum yang sesuai 

dengan hak mereka sebagai anak, bukan semata-mata dihukum seperti orang dewasa. 

Teori Kriminologi Anak  

Teori kriminologi anak mengkaji faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang 

mempengaruhi anak untuk terlibat dalam tindak pidana, termasuk narkotika. Teori ini 
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berfokus pada pemahaman mengenai latar belakang sosial dan psikologis yang menyebabkan 

anak-anak terjerumus dalam dunia kriminalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain 

adalah faktor keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sosial yang buruk, pengaruh teman 

sebaya, serta faktor ekonomi yang mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, 

seperti menjadi kurir narkotika (Aristawati, 2022). 

Faktor-faktor tersebut sering kali tidak sepenuhnya disadari oleh anak karena 

terbatasnya pengalaman hidup dan pemahaman mereka mengenai akibat dari tindakan 

mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat dalam narkotika sering kali berasal dari 

latar belakang yang kurang mampu secara ekonomi atau yang hidup di lingkungan yang 

rawan terhadap pengaruh negatif. Teori kriminologi anak juga menekankan pentingnya 

rehabilitasi dan pendidikan untuk mengatasi penyebab-penyebab utama yang mendorong anak 

melakukan tindakan criminal (Prasetyo, 2020). Dalam konteks hukum pidana Islam, 

pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan ketimbang penghukuman yang berat, terutama bagi 

anak-anak yang belum mencapai usia baligh atau yang kondisi psikologisnya belum cukup 

matang. Begitu pula dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan ruang 

bagi rehabilitasi anak dengan cara mengupayakan penyembuhan psikologis, pendidikan, dan 

reintegrasi sosial mereka. 

 Dengan memahami teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana anak yang terlibat dalam tindak pidana 

narkotika, khususnya sebagai kurir, harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

perlindungan anak, serta bagaimana kedua sistem hukum—hukum pidana Islam dan Undang-

Undang Perlindungan Anak—dapat memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan 

mendidik, daripada hanya sekadar memberikan hukuman. 

 Ketiga teori ini memiliki relevansi yang mendalam terhadap penelitian yang akan 

dilakukan. Teori Pertanggungjawaban Pidana akan menjadi dasar untuk menganalisis 

bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam peredaran narkotika ditinjau 

dari perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Teori ini 

membantu dalam memahami batasan usia dan kapasitas mental anak dalam hal 

pertanggungjawaban pidana, serta membedakan perlakuan terhadap anak dalam sistem hukum 

pidana negara dan hukum pidana Islam.  

 Teori Perlindungan Anak akan mengarahkan penelitian ini untuk menggali lebih 

dalam mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai pelaku 

tindak pidana, dengan fokus pada hak-hak mereka yang harus dilindungi meskipun mereka 
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melakukan kesalahan. Penelitian ini akan menganalisis seberapa jauh kedua sistem hukum 

(hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak) dapat melindungi anak dari 

eksploitasi lebih lanjut dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, daripada hanya 

menjatuhkan hukuman semata. 

 Sementara itu, Teori Kriminologi Anak akan memberi perspektif mengenai faktor-

faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam dunia 

narkotika, termasuk peran lingkungan dan keluarga dalam proses tersebut. Penelitian ini akan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anak menjadi kurir narkotika dan 

bagaimana hukum pidana Islam serta Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menanggapi 

akar masalah ini dengan pendekatan yang lebih preventif dan rehabilitatif. Dengan demikian, 

ketiga teori ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk memahami isu 

pertanggungjawaban pidana anak dalam peredaran narkotika, serta bagaimana hukum dapat 

memberikan perlindungan yang sesuai bagi mereka. 

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak dalam Perspektif Hukum 

Pidana Islam 

  Usia baligh dalam prespektif ulama’ fiqh yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak 

untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia 

baligh yang dimunculkan oleh ulama Hadis dalam kitab Hadis sendiri. Kesimpulan hukum itu 

tidak lepas dari konteks Hadis yang menjadi istimbat hukum para Ulama’ mereka sebagai 

marji’ kedua setelah al-Qur’an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang 

terdapat dalam Hadis Nabi yang menerangkan definisi tersebut: 

ثَ نَا ثَ نَا مُ َمَّد ُّ بْن ُّ عَلِي ُّ حَدَّ يَْ ُّ بْن ُّ اللَُِّّّ عَبْد ُّ حَدَّ ثَ نَا قاَل وا أ سَامَةَُّ وَأبَ و م عَاوِيةََُّ وَأبَ و نُ   عَنُّ ع مَرُّ بْن ُّ اللَُِّّّ ع بَ يْد ُّ حَدَّ
 فَ لَمُّْ سَنَة ُّ عَشْرةََُّ أرَْبَعُّ ابْن ُّ وَأنَُّ أ ح د ُّ يَ وْمَُّ لَّمَُّوَسُّ عَلَيْهُِّ اللَّّ ُّ صَلَّى اللَُِّّّ رَس ولُّ عَلَى ع رضِْت ُّ قاَلُّ ع مَرُّ ابْنُِّ عَنُّ نََفِع ُّ
زْنُِّ  عَبْدُِّ بْنُّ ع مَرُّ بهُِِّ فَحَدَّثْت ُّ نََفِع ُّ قاَلُّ فأََجَازَنُِّ سَنَة ُّ عَشْرةََُّ خََْسُّ ابْن ُّ وَأنَُّ الْْنَْدَقُّ يَ وْمَُّ عَلَيْهُِّ وَع رضِْت ُّ يُِ 
 وَالْكَبِيُِّ الصَّغِيُِّ بَيُّْ مَا فَصْل ُّ هَذَا فَ قَالُّ خِلََفتَِهُِّ فُِّ الْعَزيِزُِّ

 

Artinya:Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad], telah menceritakan kepada 

kami [Abdullah bin Numair] dan [Abu Mu'awiyah] dan [Abu Usamah], mereka berkata; 

telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Umar] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] 

berkata; "Aku dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada saat perang 

Uhud dan di saat itu usiaku baru empat belas tahun. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam belum mengizinkanku untuk ikut berperang. Kemudian aku dihadapkan kembali 

pada saat perang Khandaq dan saat itu usiaku sudah genap lima belas tahun, maka beliau 

memperkenankanku ikut berperang. Nafi berkata; Lantas aku ceritakan hal itu kepada Umar 

bin Abdul Aziz di masa pemerintahannya, dan ia berkata; "Ini adalah pemisah antara anak 

kecil dan orang dewasa. 
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 Selanjutnya keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa kriteria usia anak yang 

menentukan aqil baligh baik menurut ahli hadis maupun ahli fiqh secara esensial mempuyai 

satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum sampai pada umur lima belas tahun, 

karena dalam hadis di atas memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas 

antara anak- anak dan remaja baligh. 
 Pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap baligh menurut ahli hadis 

dan ahli fiqh walau secara esensial memiliki pemahaman yang sama, secara sisi historis dan 

retorika terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama’. Menurut jumhur ulama umur 

dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki- laki dan perempuan. Menurut abu hanifah umur 

dewasa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Maka 

bila seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum berlaku beban hukum. 

Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama’ adalah sebagai 

berikut: 

1) Menurut madzhab Hanafi, kondisi baligh (kedewasaan) pada lakilaki diketahui melalui 

mimpibasah, keluar air mani dan mencintai wanita (lawan jenis). Sedang untuk wanita 

melalui haid dan hamil. Jika semuanya itu belum dialami olehnya maka untuk 

mengetahui kondisi balighnya melalui umur. jika mencapai umur 15 tahun. Menurut Abu 

Hanifa usia laki-laki telah baligh kalau umurnya genap 18 tahun, sedang Perempuan 

genap 17 tahun. 

2) Menurut madzhab Maliki, kondisi baligh diketahui melalui beberapa hal: Pertama, keluar 

air mani, baik ketika tidur maupun jaga. Kedua, haidh atau hamil bagi wanita. Ketiga 

tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Sedang bulu tipis tidak termasuk tanda baligh. Kumis 

dan janggut juga bukan tanda baligh. Terkadang seseorang mencapai baligh tanpa tumbuh 

apa pun padanya. Keempat ketiaknya bau. Kelima mekarnya ujung hidung. Keenam, 

membesarnya suara. Jika semua tanda-tanda ini tidak terdapat pada seseorang maka untuk 

mengetahui balighnya melalui umur yaitu genap 18 tahun 

3) Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kondisi baligh anak laki-laki dan perempuan dapat 

diketahui melalui genapnya ia berumur lima belas tahun. Tanda lain ialah keluar mani. 

Keluar mani tidak menjadi alamat baligh kecuali jika si anak genap berumur 9 tahun. 

Sehingga kalau keluar mani sebelum usia tersebu, berarti ia adalah penyakit dan bukan 

tanda baligh. Tanda lain adalah haidh bagi wanita, ia bisa terjadi ketika berusia kurang 

lebih 9 tahun. 
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4) Menurut madzhab Hambali, anak lakilaki maupun perempuan, baligh dapat diketahui 

melalui 3 cara: Pertama, keluar mani, baik saat tidur maupun jaga, melalui mimpi atau 

bersetubuh dan lainnya. Kedua, tumbuhnya bulu kasar pada sekitar kemaluan. Ketiga, 

mereka baligh ketika berumur genap 15 tahun. Untuk wanita ada 2 tambahan: haid & 

hamil. Waktu balighnya dihitung 6 bulan sebelum melahirkan. 

Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut 

Hukum Islam 

 Kedua produk hukuman Islam yang ada yaitu Had dan Ta’zir maka hukuman yang 

dijatuhkan terhadap penguna serta pengedar narkotika dijatuhkan dengan hukuman Had hal 

ini disebabkan karna   hukumannya telah ada pada masa Rosul Saw. Jumhur ulama tidak 

membedakan antara menenggak khamr dan menenggak minuman keras lainnya. Mereka 

mengatakan, setiap minuman yang bisa memabukkan, maka meskipun sedikit tetap haram, 

dan itu adalah khamr hukumnya sama seperti minuman keras yang terbuat dari air anggur 

dalam hal pengharamannya dan keharusan peminumnya untuk dikenai hukuman hadd. Hal ini 

berdasarkan hadis . 

 حَراَم ُّ م سْكِر ُّ وكَ ل ُّ خََْر ُّ م سْكِر ُّ ك ل ُّ

Artinya: setiap yang memabukkan adalah Khamar, setiap khamar adalah haram 

 فاَجْلِد وه ُّ الْمَْرُّ شَرِبُّ مَنُّ

Artinya: barang siapa menegakkan khamar,deralah. 

 

Syariat menghukum peminum khamar dengan 40 kali cambukan seperti apa yang 

dilakukan pada masa rasul  

 أرَْبعَِيُّ وَالْْرَيِدُِّ بالنِ عَالُّ الْمَْرُِّ ف يَضْرِب ُّ كانُّ

Artinya: rasulullah mencambuk pada kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal 

sebanyak 40 kali.(HR.Bukhari). 

 ثََاَنِيُّ الْْمَْرُِّ حَد ُِّ فُِّ عَنه ُّ الله رَضِي عمر ُّ فجلدُّ افْتََى هذَى وَإِذَا هَذَى رُّسَكُِّ وَإِذَا سَكِرُّ شَرِبُّ إِذَا

Artinya: bila seseorang minum khamar maka akan mabuk,bila mabuk maka meracau.Bila 

meracau maka tidak ingat .Dan  sayyidina Umar Menerapkan hukummanya adalah 80 kali 

cambuk. 
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 )البخاري أرْبعَِيَُّ)رواه بَكْر ُّ أبو وجَلَدُّ والنِ عالِ، بالْرَيِدُِّ الْمَْرُِّ ف وسلَّمَُّ عليه الله ُّ صَلَّى النب ُّ جَلَدُّ

Artinya: Nabi saw. menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum khamar 

(minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman 

cambuk itu sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari). 

 

 

 إلَُّّ أحب ُّ وَهذا س نَّة ُّ وكَل ُّ ثَانيُّ وعمر ُّ أربعيُّ بَكر ُّ أبو وجلدُّ قالُّ أحسَب ه ُّ أربعيُّ وسلَّمَُّ عليهُِّ اللَّّ ُّ صلَّى النَّب ُّ جلدُّ

Artinya:Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 

kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih 

aku sukai. (HR. Muslim). 

 

 أرَْبعَِيُّ نََْوُّ بَِِريِدَتَيُّْ فَجَلَدَه ُّ الْْمَْرُّ شَرِبُّ قَدُّ بِرَج ل ُّ أ تَُِّ وَسَلَّمَُّ عَلَيْهُِّ اللَّّ ُّ صَلَّى النَّبَُِّّ أَنَُّّ مَالِك ُّ بْنُّ أنََسُّ عَنُّ
 ع مَر ُّ بهُِِّ فأََمَرُّ ثََاَنِيُّ الْْ د ودُِّ أَخَفَُّّ الرَّحَْْنُِّ عَبْد ُّ فَ قَالُّ النَّاسُّ اسْتَشَارُّ ع مَر ُّ كَانُّ فَ لَمَّا بَكْر ُّ أبَ و وَفَ عَلَه ُّ قاَلُّ

 عنه الله رضي
 Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Sesungguhnya seorang lelaki yang 

meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan 

dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga 

dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orangorang (mengenai 

hukuman tersebut), Abdurrhman bin Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan (menurut 

ketetapan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun 

menyuruhnya demikian”.(HR.Muttafaq ‘Alaih). 

Orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki- laki dan 

haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua 

hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun telah berusia lima belas 

tahun, maka berlaku juga padanya semua hudud, termasuk masalah pencurian dan yang 

lainnya. 

 Menurut hukum Islam yang penulis nukil dari kitab Fathul Muin.  yang dikarang oleh 

syekh Zainuddin Al-Malibari  

 قَ ر بُّ إِنُّ خََْر ا لِكَوْنهُِِّ أوَُّ بتَِحْريِْْهُِِّ وَجَاهِل ُّ وَم كْرهَ ُّ وَمََْن  وْن ُّ صَبِ  ُّ مِنُّ مِنْهاَُّ بِشَيْئ ُّ إِتَّصَفُّ مَنُّ عَلىُّ حَدَُّّ فَلََُّ
 الْع لَماءَُّ مِنُّ بَ ع دُّ أَوُّ إِسْلََم ه ُّ

 Artinya: Orang yang bersifat seperti anak kecil,orang gila ,orang terpaksa dan orang yang 

tidak mengetahui keharamannya atau tidak mengetahui itu namanya khamar jika saja baru 

mengenal Islam atau hidup terasing dari ulama. 
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Juga dalam hadits dari ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu 

‘alaihiwasallam bersabda: 

 الصَّبِ ُّ وَعَنُّ يَسْتَ يْقِظُّ حَتَُّّّ النَّائمُِّ وَعَنُّ يفَِيقُّ حَتَُّّّ عَقْلِهُِّ عَلَى الْمَغْل وبُّ الْمَجْن ونُّ عَنُّ ثَلََثةَ ُّ عَنُّ الْقَلَم ُّ ر فِعُّ
 يََْتَلِمَُّ حَتَُّّّ

Artinya:Pena itu diangkat dari tiga orang:  orang gila sampa ia berakal (sadar). orang yang 

tidur sampai ia terbangun,anak kecil sampai ia mimpi basah (baligh). 

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak dalam Perspektif Undang-

Undang Perlindungan Anak 

 Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, negara 

wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak yang berperan sebagai pelaku 

tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum 

terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana 

menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana 

dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar 

peradilan yang disebut diversi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Masyarakat 

Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak 

sebagai makhluk manusia yang harus atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karnanya dalam 

penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak 

adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga 

karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus 

dijunjungtinggi. perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karnanya dalam penjelasan 

atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah 

sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam 

dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang    harus dijunjungtinggi. 

Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut 

Hukum Positif 

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi 

ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum 

genap 18 tahun). Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan 

narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika 

yang berbunyi sebagai berikut : 
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 “Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, 

menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan 

kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk 

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal112, Pasal 113, Pasal 

114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117,Pasal 118, Pasal 119, Pasal,120, Pasal 121, Pasal 122, 

Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau 

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” 

 

 Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang 

memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat 

dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. 

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 

Melibatkan anak dalam tindak pidana narkotika dengan menjadikan kurir narkotika 

merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika 

secara illegal, akan tetapi dalam kapasitas kategori anak yang berperan sebagai kurir, ini 

merupakan satu hal yang begitu prihatin yang dimana anak tersebut telah berhadapan dengan 

hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika, namun kemampuan anak yang 

masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak 

hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi 

terhadap anak pelaku tindak pidana. 

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi 

penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari 

berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-

undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana. 

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada 

pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
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Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 

memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 

dalam hal anak yang menjadi kurir narkotika lewat pendekatan keadilan restorative agar 

tercapai upaya diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan. 

Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan 

yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan 

sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative, untuk 

tercapainya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang 

menjadi kurir narkotika. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses 

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan restoratif 

justice, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan 

terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara 

pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Sebagai 

negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menegaskan bahwa diversi 

dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di 

bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut 

penulis anak yang menjadi kurir narkotika bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana 

penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkotika pada Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun 

serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika untuk dapat diselesaikan di luar proses 

peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan. 

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum 

melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan 

suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah 

dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 
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peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 

memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, 

penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah 

dilakukan suatu pelanggaran. 

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai 

seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan 

sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak 

diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama 

proses peradilan pidana berlangsung. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi 

anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor11 tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina 

dan melindungi anak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam 

hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur 

dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan 

pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang 

berhadapan dengan hukum lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversi. 

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan 

bukan pembalasan. Keadilan Restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan 

kasus kejahatan, yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu 

kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan 

restorative untuk tercapainya diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk 

dalam hal ini anak yang menjadi perantara perdagangan narkotika. 



The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Juli  2025 

 

179 

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

mengatur tentang hak anak dalam proses peradilan pidana, yakni: 

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 

umurnya; 

b. Dipisahkan dari orang dewasa; 

c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d. Melakukan kegiatan rekreasional; 

e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 

manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; 

f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam 

waktu yang paling singkat; 

h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan 

dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 

j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; 

k. Memperoleh advokasi sosial; 

l. Memperoleh kehidupan pribadi; 

m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n. Memperoleh pendidikan; 

o. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini mewajibkan untuk mengutamakan 

pendekatan keadilan restoratif yang bermakna penyelesaian perkara tindak pidana dengan 

melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada 

keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini. Pasal5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 ini juga mewajibkan upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak. Upaya diversi 

inilah bentuk dari upaya menemukan keadilan restoratif yang diamanahkan Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini. 
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 Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana 

ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan restoratif justice, khususnya 

dalam hal pelakunya adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak 

sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah salah satu negara 

yang menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). 

Untuk itu, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan pelindungan khusus 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menentukan tujuan dari diversi, 

yakni: 

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 

b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 

c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 

d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 

e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. 

 Berkaitan dengan anak yang menjadi perantara perdagangan narkotika, dapat 

diketahui bahwa anak yang bertindak sebagai perantara perdagangan narkotika merupakan 

sebagai pelaku. Pertanyaannya adalah siapakah korbannya? Menurut penulis, anak yang 

menjadi perantara dalam perdagangan narkotika belum tentu merupakan pelaku, namun juga 

dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat bahwa anak yang menjadi perantara 

dalam perdagangan narkotika merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Pada 

usianya yang masih labil dan ditambah dengan hasrat ingin tahu yang begitu besar, oknum-

oknum tertentu justru kemudian memanfaatkannya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan 

perdagangan narkoba yang dilakukannya. Bisa saja dalam kondisi tersebut si anak tidak 

mengetahui isi dari paketan yang dibawanya dari si penjual kepada si pembeli. Bisa juga si 

anak mengetahui isi paketan tersebut, tetapi dengan imingan uang yang banyak membuat si 

anak kemudian mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Pada kondisi yang seperti 

inilah maka si anak kemudian dapat ditempatkan sebagai korban sehingga pendekatan 

keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.  

KESIMPULAN 

Bahwa Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung 

dalam Alqur’an maupun dalam Sunnah. Dalam Alqur’an hanya menyebutkan istilah khamr. 

Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status 

hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Qiyas adalah 



The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 2, Juli  2025 

 

181 

 

mengembalikan far (kasus cabang) pada ashl (kasus induk) sebab adanya illat (titik temu) 

yang menyatukan keduanya dalam hukum. Dalam hal ini narkoba di qiyaskan serupa dengan 

khamar hal ini dikarekan narkoba memiliki kesamaan dengan khamar selain itu narkoba telah 

memenuhi rukun untuk di qiyas dengan khamar, Usia pra baligh atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan usia sebelum baligh adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan 

oleh ahli fiqh maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan 

usia seseorang. Dalam fiqh usia baligh ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang 

mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum. 

Bentuk perlindungan yang dapat diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkotika 

yang dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni 

perlindungan terhadap kebebasan hak asasi anak itu sendiri. Menurut Undang-undang No. 35 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap 

anak yang berhadapan dengan hukum lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai 

upaya diversi. 
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